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P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon,  lahir  di  Sambas, 02 Januari  1990,  agama Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun keramat 1, Gg. Kurnia,

RT.  020  RW.  001  Desa  Kuala  Dua,  Kecamatan  Sungai  Raya,

Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Pemohon”;

m e l a w a n

Termohon,  lahir  di  Pontianak,  03  April  1988,  agama Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kapur RT. 001 RW. 001

Gg. Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat  permohonannya tertanggal  18 Januari

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan

register  Nomor  81/Pdt.G/2019/PA.Sry,  tanggal  21  Januari  2019  dengan

perubahan olehnya sendiri secara lisan di depan sidang telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 pemohon dengan termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 

sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 350/29/IV/2013.
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon 

bertempat kediaman dirumah pak Gibli di desa kuala dua kecamatan sungai 

raya kabupaten kubu raya selama 6thn kemudian bertempat di kediaman 

bersama di rumah orang tua pemohon/termohon di desa kuala dua 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.selama 5 thn.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termhon telah 

melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1( satu ) orang anak 

bernama Anak tempat tanggal/lahir Kuala Dua 13 Desember 2014

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun 

sejak bulan 5 (lima) tahun 2018 kerukunan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus 

menerus terjadi perselisihan.

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon sering 

melawan orang tua Pemohon

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 01 

Juli 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon ke Desa 

Kapur Sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa sejak Masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon 

sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon kepada Ketua

Cq.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungai  Raya  berkenan  menerima,

memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Memberi izin kepada Pemohon  (Pemohon) untuk menjatuhkan talak raj’i

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan agama Sungai

Raya;

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasa/wakilnya,
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meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  berdasar  relaas  Nomor

81/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 19 Pebruari 2019 dan tanggal 26 Pebruari 2019

sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang

sah;

Bahwa  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam

persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  kemudian  dibacakanlah  surat  permohonan  Pemohon  dalam

persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon

telah  mengajukan  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

350/29/IV/2013, tanggal  08  April  2013 yang  dikeluarkan  dan  ditandatangani

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,

Kabupaten Kubu Raya (P.);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing

mengaku bernama:

1. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di Dusun Keramat 1 RT. 020 RW. 001, Desa Kuala Dua,

Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya,  di  depan  sidang

mengaku  sebagai  saudara  kandung Pemohon,  di  bawah  sumpahnya

menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi  mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri, yang sekarang telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, umur

4 tahun; 

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal

bersama di rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya harmonis, namun  sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi,

mereka sering berselisih dan bertengkar;
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 Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  keduanya  sering

berselisih  dan  bertengkar, karena  mereka  tinggal  berdekatan  dengan

rumah saksi;

 Bahwa  penyebab  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan

bertengkar adalah karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua

Pemohon dan minta cerai;

 Bahwa  sejak  sekitar  6  bulan  yang  lalu  hingga  sekarang

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan

tinggal di rumah orang tuanya dan selama berpisah mereka sudang tidak

saling berkomunikasi ataupun mengunjungi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi,  umur  22 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat tinggal  di  Jalan Adisucipto RT. 005 RW. 001, Desa Limbung,

Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten  Kubu  Raya,  di  depan  sidang

mengaku  sebagai  saudara  sepupu Pemohon,  di  bawah  sumpahnya

menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi  mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri, yang sekarang telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, umur

4 tahun; 

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal

bersama di rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya harmonis, namun  sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi,

mereka sering berselisih dan bertengkar;

 Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  keduanya  sering

berselisih  dan  bertengkar ketika  saksi  berkunjung  ke  tempat  tinggal

mereka;

 Bahwa  penyebab  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan

bertengkar adalah karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua

Pemohon dan minta cerai;
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 Bahwa  sejak  sekitar  6  bulan  yang  lalu  hingga  sekarang

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan

tinggal di rumah orang tuanya dan selama berpisah mereka sudang tidak

saling berkomunikasi ataupun mengunjungi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa  Pemohon  telah  mencukupkan  bukti-bukti  yang  diajukan  di

persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicacat

dalam  berita  acara pemeriksaan  persidangan  dan  merupakan  bagian  tak

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara

para  pihak  yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara

hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memutus

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon  yang  tidak

dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai  ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah

diubah dengan  Undang-Undang Nomor  3 Tahun  2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara

ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan

meskipun  telah  dipanggil  dengan  sah  berdasarkan Pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan

tidak  datangnya  itu  tidak  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  oleh

karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon

agar  rukun  kembali  dengan  Termohon,  sesuai  dengan  maksud  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa pokok  dalil  permohonan  Pemohon adalah  bahwa

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  sah selanjutnya  mohon kepada

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungai  Raya agar  diberi  izin  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Mei

2018 antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Termohon  sering  melawan  orang  tua  Pemohon,

akhirnya sejak  bulan Juli  2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga permohonan diajukan

sudah sekitar 6 bulan;

Menimbang,  bahwa  atas  dalil-dalil  Pemohon  tersebut  Termohon  tidak

dapat  didengar tanggapannya  atau  sanggahannya  karena  tidak  hadir  di

persidangan sekalipun  telah  dipanggil  secara  sah,  dan  tidak  ternyata  tidak

datangnya  itu  disebabkan  oleh  suatu  alasan yang sah,  oleh karenanya

Termohon harus  dinyatakan tidak  hadir  dan perkara ini  dapat  diperiksa  dan

diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang,  bahwa  dengan  dapat  dijatuhkannya  putusan  perkara  ini

dengan  tanpa hadirnya  Termohon  atau  verstek,  maka  apa  yang  didalilkan

Pemohon harus dianggap sah dan benar,  Termohon dianggap membenarkan

atau tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini
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adalah perkara perceraian yang  masuk dalam kelompok hukum perorangan

(personen  recht),  bukan  masuk  dalam kelompok  hukum kebendaan  (zaken

recht),  oleh  karenanya  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  :  863  K/Pdt/1990,  tanggal  28  Nopember  1991

tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada

adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan

tarjadi  adanya  kebohongan  besar  (de  grote  langen) ex.  Pasal  208  BW.,

karenanya Majelis Hakim memandang perlu  mendengarkan keterangan saksi

terutama  saksi  keluarga  atau  orang  dekat  dari  kedua  belah  pihak  sesuai

kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  dan dalam hukum

Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai

ikatan yang akadnya mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh/kuat);;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah

dicatat  dalam duduk  perkara  dan  selengkapnya  dianggap  dimuat  dalam

pertimbangan ini;

Menimbang,  bahwa bukti  P. merupakan fotokopi  akta autentik dengan

nilai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende

bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan

Pasal  285  RBg.,  Pasal  1888  KUH Perdata,  dan  Pasal  2  Ayat  (3)  Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

24  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Bea  Tarif  Meterai  Dan  Besarnya  Batas

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti surat tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.

yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2013 dan

hingga sekarang tidak pernah bercerai,  oleh karenanya Pemohon mempunyai

legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;
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Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon  bernama  Saksi  dan  Saksi

adalah  orang  yang  tidak  dilarang  sebagai saksi  dan  telah  memberikan

keterangan secara terpisah di  depan sidang di  bawah sumpahnya sehingga

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan

175  RBg.,  sehingga  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  dan  akan

dipertimbangkan lebih kanjut;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  tersebut  keterangannya  didasarkan

kepada  penglihatan  serta  pengetahuannya  sendiri  dan  saling  bersesuaian

antara  satu  dengan yang lainnya,  sehingga  keterangan saksi-saksi  tersebut

telah  memenuhi  syarat  materiil  sesuai  Pasal  308, 307,  dan 309 RBg.,  oleh

karena  itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut  mempunyai  nilai  kekuatan

pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-

bukti yang diajukan  oleh  Pemohon di  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang

sejak  sekitar 1 tahun yang lalu sering berselisih dan bertengkar  disebabkan

Termohon  sering  bertengkar  dengan  orang  tua  Pemohon  dan  sering  minta

cerai,  yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6

bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan

sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak kurang lebih

6  bulan  yang  lalu  hingga  sekarang  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang,  bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  yang  demikian

Majelis  Hakim berpendapat  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  bisa

mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah,

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi :
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 إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن أياته ومن
 ورحمة مودة بينكم وجعل

Artinya : ”Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaanNya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih

dan sayang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,

oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dapat

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

sesuai  ketentuan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  l989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang,  bahwa  hal  ihwal  yang  tercantum  di  dalam  berita  acara

persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Kota Sungai Raya;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal  29  Jumadil  Akhir 1440 Hijriyah,  oleh Hj.  Izzatun

Tiyas Rohmatin,  SHI.,  SH. sebagai  Ketua Majelis,  Mawardi,  S.Ag.,  MH. dan

Nurhasan,  SHI.,  ME.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd.

sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa  hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI. Nurhasan, SHI., ME.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

P  erincian Biaya Perkara :  

Pendaftaran Rp 30.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya
Proses Rp 50.000,-
Panggilan Rp 425.000,- Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun
Redaksi Rp 5.000,-
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Meterai Rp 6.000,-

JUMLAH Rp 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)
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